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Revisi Undang-Undang (UU)
Nomoar 7 Tahun 2017 tentang
Pemill telah masuk Program
Legislasi Nasional {Prolegnas)
Priortas 2025. Rencananya, revis
akan dilakukan tahiun 2026.

Ada beberapa isu yang selalu
menjad| perhatizn khusus bag
partal plitk di Senayan maupun di
liat Senayan, di antaranya ambang
batas parleren (parlamentary
threshold ). Lalu, sistem pemilu dan
aturan verfikasi bagl partal politik.

Bahikan, Partai Persatuan

Revisi U Pemily

Usulan Hak Memiih Menjac
Wi Nemiib, Ana Munglin®

Indanesla (Perindo) mendesak DPR
Untuk segera merevis Undang:
Undang Nomor 7 Tahun 2017
{entang Pemillhan Umum (Pemilu]

“Kami mendorang pemerintah
dan DPR saat i untuk segera
melakukan revisl Undang-Undang
Pemilu, Ity hal yang sangat penting
dan akan kita bahas i Rakernas”
Ujar Sekretarls Jenderal Perindo,
Ferry Kurnla Rizkiyansyah, Minggu
(2/11/200) malam,

Ferry menyinggung partainya
Yang tidax mendapatkan kursid

OPR akibat ambang batas parlemen
atau parfiamentary threshald 4
persen

Sebelumnya, sebanyak 12 partal
poltk yang tidak loles ke DPR
dalam Pemilu 2024 membentuk
Sekretariat Bersama (Sekber)
Gerakan Kedaulatan Suara
Rakyat, pada Kamis (25/%/2025)
Sekber tersebut dibentuk untuk
merperjuangkan diapustya
ambang batas parlemen dtau
parliamentary threshold (T} pada
Pemilu.

Faktanya, selain yang
dipermasalahkan mengenai angka
ambang batas parlemen, ada juga
Usulen agar di dalam revisl UU
Pl mendatang memasukan
Hausul kewajban memilh.

Usalan tu dungkapkan oleh
Ketua Badan Saksi Nasional (BN
Parta Golkar, Syahmud Ngabaln.
"Kaml memandang bahwa
pérubahan dan hak pilh menjadi
Wailb pilh," usulnya.

Sementara, penel Komite
Independen Pamantau Pemilu

(KIPP) Kaka Surminta menolak
Keras pertbahan dar hak memill
menjadi kewajiban memilh,
Menurat dia, ka kewaiban
memillh dberlakukan di Indonesia
akan menimbilkan masalah baru
dalam sistem demokrasl yang ada.
Untuk melihat ebih jauh
bagaimana pendapat dan
pandangan Kaka Suminta dan
Syahmud Ngabalin terkaf dengan
tsulan hak mernilh menjadi
Kewajiban memiih dl pemily
mendatang, berlut wawancaranya.
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SYAHMUD NGABALIN, Ketua BSN Partai Golkar

Demokrasi Kuat Lahir
Bila Rakyatnya Aktif
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Demakrasi hanya
bermakna bila rakyat
ikut serta, bukan diam
dan menyerahkannya
kepada segelintir suara
yang aktif.

DI R dan Panerintab akan wendo-
bt avergeisat RUL Pemidi, ofoiyv
Partai Gollar mengusulkan s jvr-
e ol i pennidu?
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schiadar prenumton dan pirg,
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Maksud Ands, di dalam RUL
Pemilu ganti dimasihan hak pilih
e jachi wajib e lib?

E 1l
bl sutia W,
tanguuing jawab ya

KAKA SUMINTA, Peneliti KIPP

Sejatinya Demokrasi Itu
Memberi Kebebasan
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Karena sejatinya
demokrasi itu memberikan
kebebasan kepada
rakyatnya untuk hak
memilih bukan wajib
memilih,

Ada wsulan dari Partah G
Lkt Ik palily e fuddd wagid pilih,
A pendagat Anda’

Sual hak pilih menjadi wajib
pilih i e nenjadi piliban,
tetapi i arsh burbangsa
R —
hak umuk mermilih bukan kewajiban
memilih,

Jika demikian akan be rpillrlm
nenimbnlbon suasalab baru. d

Karenw scjanmya demokra
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e wiib N il i
wensinga panjang.

Talu, mencapai &1 persen, dan d

J rwk-l

kan an;

biby i

diperbarki. pemenntabin diberssh-
kan, partai politik juga diperbaiki.

Kiluu semba it diper
publik akan dengan sendicinya meng-
sinak bak gl

Lalu, apa saran Anda?
Lebili baik birhe
e arau
ulkan ko
atersebul
wmur dan e
Fokius suja
i perhiatian masya

unlib, ime-

acana yang
wersi. Hentiban
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